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PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DATA PENDUDUK DAN KELUARGA
SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan
pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan dan
evaluasi pembanguan yang efektif. Dimana kementerian, lembaga dan pemerintah daerah
menggunakan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana
secara tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2025, Peraturan Menteri Sosial RI
Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI / Peraturan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RT Nomor 7 Tahun 2025, maka Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta perlu menyesuaikan didalam
penggunaan data kemiskinan daerah yang bersumber dari DTSEN, dilakukan validasi dan
ditetapkan dengan menyelaraskan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik..

Proses penyesuaian ini memerlukan waktu dan koordinasi intensif dengan melibatkan
berbagai OPD seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Hukum,
Bagian Tata Pemerintahan, Kantor Wilayah Hukum DIY agar dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota ini dapat terpadu dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

IDENTIFIKASI MASALAH

Munculnya kebijakan dari Pemerintah Pusat RI mengenai penggunaan DTSEN sebagai
sumber utama dalam pembangunan nasional, dimana DTSEN sudah ada peringkat
kesejahteraan keluarga berupa desil, sehingga didalam penetapan Data Penduduk dan

Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial tidak lagi dilaksanakan dengan verifikasi di



wilayah, namun cukup dilakukan validasi menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) terpusat. Pada penetapan Data Penduduk dan KSJPS pada tahun
sebelumnya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum ada
peringkat kesejahteraan keluarga, dimana sebelum dilakukan penetapan harus dilakukan
verifikasi di wilayah.

Mengingat adanya perubahan kebijakan tersebut, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta
Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan
Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam
menetapkan Data Penduduk KSJPS di Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penyusunan
Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa
peraturan yang dihasilkan selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

4. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota ini diantaranya
Ketentuan Umum, Sasaran, Pelaksanaan Penetapan Data Penduduk KSJPS, Tahapan
Penetapan Data Penduduk KSJPS, Penyebarluasan, Ketentuan Penutup.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan
Rancangan Peraturan Wali Kota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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